
















mengenai keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 
2024, tertanggal 8 Desember 2024, akan tetapi Pemohon secara tegas dalam 
permohonannya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang 
didalilkan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dikategorikan sebagai 
sengketa proses Pemilihan bukan sengketa hasil perolehan suara, 
sebagaimana dalil utama diajukannya permohonan oleh Pemohon kepada 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 dan Tabel 3 
Halaman 5 dan 7 Perbaikan Permohonan, yaitu: 

Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif 

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya
Tidak Netral dalam Me/aksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Tenggara Tahun 2024.

2. Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang.

3. Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk
Memenangkan Pasangan Ca/on Nomor Urut 3.

4. Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan
Caton Nomor Urut 3.

5. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan
Pasangan Caton Nomor Urut 3.

6. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepa/a Desa
(Pf Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat
Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Caton Nomor
Urut 3.

Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan poin-poin Pokok Permohonan 
Pemohon tersebut, selengkapnya diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut: 

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya
Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Tenggara Tahun 2024

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pokok Permohonan bagian A 
angka 21 huruf (a) sampai dengan (i) halaman 7 s/d 9 Perbaikan Permohonan. 
Meskipun dalil tersebut dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait 
berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan demi 
mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon. 

Adapun argumentasi tanggapan dan bantahan Pihak Terkait disampaikan 
sebagai berikut: 

Mengenai terpilihnya Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi 
Perencanaan, Data dan lnformasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Maluku Tenggara: 

1. Bahwa Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun adalah tokoh muda yang telah
berkecimpung lama di dalam dunia pemilihan umum, sebelum menjabat
sebagai komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara beliau juga pernah
menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan juga
Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga menurut Pihak
Terkait beliau memang mempunyai kompetensi, kapabilitas, integritas dan
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dalam DPT pada 5 TPS dan 3 TPS yang belum di-PSU, diperoleh jumlah 
DPT: 

• DPT dari 5 TPS : 1.887 jiwa atau pemilih (+) DPT dari 3 TPS : 1.637
jiwa / pemilih, dijumlah = 3.514 pemilih.

Maka, dengan jumlah DPT dari ke-8 TPS yang terdapat Rekomendasi 
Bawaslu sebanyak 3.514 Pemilih, sedangkan selisih perolehan suara 
antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai sebanyak 3.891 suara; 
jikapun dipaksakan untuk dilaksanakan PSU, menurut penalaran yang wajar 
TIDAKLAH memenuhi Unsur SIGNIFIKAN yang dapat merubah 
konfigurasi perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Pihak 
Terkait. Apalagi bahwa seluruh pemilih dalam DPT di 8 TPS sebanyak 3.514 
jiwa tersebut tidak dapat dipastikan hadir semua ke TPS dan tidak pula 
dapat dipastikan dari seluruh pemilih dalam DPT yang hadir akan 
memilih Pemohon. 

4. Bahwa berdasarkan kajian/telaah hukum Termohon, informasi dan data
yang diterima Pihak Terkait atas keputusan Termohon mengeluarkan Tindak
Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

No Kecamatan Ohoi/Desa TPS KET 
1. Hoat Sorbay Dian Pulau 001 Tidak Dapat 

Dilaksanakan 
002 Tidak Dapat 

Dilaksanakan 

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di 
dalam Surat No.347/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 2 Desember 2024, 
pada pokoknya: 

- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama
Annawiyah Kerubun (TPS001) dan Anawiah Kerubun (TPS002)
Desa Dian Pulau adalah merupakan pemilih yang sama, namun
menggunakan hak pilih pada dua TPS yang berbeda;

- Berdasarkan dokumen daftar hadir sebagai bukti yang disampaikan,
diketahui bahwa pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (TPS001)
dan Anawiah Kerubun (TPS002) adalah pemilih dengan Nomor
lnduk Kependudukan {NIK} berbeda, serta tanda tangan berbeda
pada dokumen daftar hadir.

- Dengan merujuk pad a ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf ( d) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (d) PKPU
Nomor 17 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara
memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara
Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat
Sorbay, tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur
dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan dimaksud.

2. Kei Besar Utara Hoor Islam 001 Tidak Dapat 
Barat Dilaksanakan 

Mun Werfan 001 Tidak Dapat 
Dilaksanakan 

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di 
dalam Surat No.343/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 2 Desember 2024, 
pada pokoknya: 
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Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung­
hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, 
apalagi dengan penggunaan kata "terselubung" untuk meng-kamuflase 
sesuatu yang tidak pernah ada seolah-olah ada, dengan tujuan 
memunculkan kecurigaan. 

2. Bahwa sebaliknya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menyebut
beberapa desa/ohoi seperti Wer, Mun Ohoitadiun, di Kecamatan Kei
Besar Utara Barat, Desa Fanvav Di kecamatan Kei Besar Utara Timur,
desa Werka di Kecamatan Kei Besar, Desa Ohoidertom di Kecamatan
Kei Kecil Barat sebagai Desa/Ohoi yang dikecualikan dari tuduhan, jelas
menyiratkan suatu rekayasa dan penggiringan opini, karena faktanya:

1) Ohoi Weer Ohoinam Kecamatan Kei Besar Utara Ba rat adalah Ohoi
asal Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, Sdr.
Ahmad Yani Rahawarin, yang secara nyata Kepala Ohoi/Pj.Kepala Ohoi
Tiga Ohoi/Desa yakni Weer Frawaf, Weer Ohoiker dan Weer Ohoinam
ini mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan di
Ohoi/Desa-desa tersebut Pasangan Galon Nomor Urut 1 Maryadat
menang telak dengan total jumlah suara adalah 377 (75, 10%) diikuti
Pasion Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 122 (24,30 %).

Ohoi-ohoi ini dianggap tidak bermasalah oleh Pasangan Galon Nomor 
Urut 1 Maryadat karena memang disana mereka menang mutlak. 

2) Desa Fanvav Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah salah satu Ohoi
yang secara mutlak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1
Maryadat sehingga dikecualikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1
Maryadat dari ketidakberesan. Pada Ohoi ini Pasangan Calon Nomor
Urut 1 Maryadat menang telak dengan total jumlah suara adalah 118
(85,51%) diikuti Pasion Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 20
(14,49 %) (Vide: Bukti PT - 55).

3) Desa Werka di Kecamatan Kei Besar adalah salah satu Ohoi di
Kecamatan Kei Besar yang memberikan kontribusi kemenangan besar
bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sehingga dikecualikan oleh
Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dari ketidakberesan.
Padahal Kepala Ohoi/Desa Werka, Abraham Renurt (berbaju putih kopiah
hitam) adalah adik Kandung Raja Werka Sdr. Hen Renurt yang aktif sekali
dalam memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut
1 Maryadat dalam setiap kegiatan kampanye. Ohoi/Desa Werka
memberikan kontribusi kemenangan telak bagi Pasangan Calon
Nomor Urut 1 Maryadat dengan total jumlah suara adalah 76 suara
(76%) diikuti Pasion Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 18 (18
%). 
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